
BUPATI KARANQANYAR 
PROVINSIJAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 

NOMOR 102 TAHUN 2019 
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa guna ketertiban administrasi dan kelancaran
penyelenggaraan kegiatan Pembayaran Jaminan 
Kesehatan Daerah Integrasi Jaminan Kesehatan 
Nasional Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Karanganyar, maka Peraturan Bupati 
Karanganyar Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar 
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Karanganyar Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



Tahun 2019 tentang 
(Lembaran Negara

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 
Tahun 2019 tentang Perubalian Atas Peraturan 
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 
Kesehatan;

16. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2019; |

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan | Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; |

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.07 
Tahun 2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan 
Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan 
Kesehatan Penduduk Yang Didaftarkan Oleh 
Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019, 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 
Nomor 14);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 
Nomor 19);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18
Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun Anggaran 2pl9 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun;2019 Nomor 18);

24. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 92)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 46 
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahup 2019 Nomor 46);

25. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita 
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 
Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar 
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ■ TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 70 

: TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2019.

Pasal I
Beberapa ketentuan d^lam Peraturan Bupati Karanganyar 
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2019 Nomor 70) sebagaimana telah diubah 
Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 telah diubah dengan diubah sebagai 
berikut:
1. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi 

sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
2. Ketentuan Lampiran II. 1 diubah, sehingga berbunyi

sebagaimana tersebut dalam Lampiran II. 1 Peraturan 
ini. ;



3. Ketentuan Lampiran II.2 diubah, sehingga berbunyi 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.2 Peraturan 
ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dajam . Berita Daerah Kabupaten 
Karanganyar.



NOM OR URAIAN
JUMLAH (R p ) BERTA M BAH /(BERKU RANG ,

URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 ■■■ 2 3 4 5 = 4 - 3 6

2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 2 .450.000.000,00 2.450.000.000,00 0,00 0,00

.2 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.013.896.375.000,00 1.019.138.285.000,00 5.241.910.000,00 0,52

2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7 .157.393.000,00 7.157.393.000,00 ........... 0,00 0,00

2 . 2 . 2  .... Belanja Barang dan Jasa 627.374.898.787,00 632.616.808.787,00 5 .241.910.000,00 0,84

2 . 2 . 3 Belanja Modal 379.364.083.213,00 379.364.083.213,00 0,00 0,00

/
/ SU RPLUS / (D E FIS IT ) (301.485.431.000,00) (301.485.431.000,00) 0,00 0,00

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 . 1

3 . 1 . 1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya . .

311.485.431.000. 00

221.435.431.000. 00

311.485.431.000,00

22M 85.431.00o”oo'
0,00 

"  0,00*
0,00

0,00

3 . 1 . 4 Penerim aan Pinjaman Daerah 90.000.000.000,00 90.000.000.000,00 0,00 0,00

3 . 1 . 5 Penerim aan Kembali Pem berian Pinjaman . 0,00 0,00 0,00 0,00

3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH , 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00

3 . 2 . 2 Penyertaan  Modal (Investasi) Pem erintah Daerah . 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 b’oo’ 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 301.485.431.000,00 301.485.431.000,00 0,00 . 0,00

S IS A  LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00

R IN G K A S A N  PENJABARAN PER UBAHAN A P B D

ipriMife j  P’j Siftpai



KODE URAIAN
JUMLAH(Rp) BERTAMBAH /  (BERKURANG)

REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 '

1.02 . 1.02,01.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 18.863.949.000,00 24.105.859.000,00 5.241.910.000,00 27,79

1.02 . 1.02.01. 24.12 Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah 1.999.987.000,00 1.999.987.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.24.20 Pembayaran Premi Jam kesda Integrasi JKN 16.863.962.000,00 22.105.872.000,00 . 5.241.910.000,00 31,08

1.02.1.02.01.24.20 . 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.863.962.000,00 22.105.872.000,00 5.241.910.000,00 31,08

1.02.1.02.01. 24.20 . 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.002.000,00 6.002.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01. 24.20 . 5.2.2.01.01 Belanja AlatTulis Kantor 6.002.000,00 6.002.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.24.20.5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 16.854.860.000,00 22.096.770.000,00 5.241.910.000,00 31,10
1.02.1.02.01.24.20.5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 16.854.860.000,00 22.096.770.000,00 5.241.910.000,00 31,10

1.02.1.02.01.24.20 . 5.2.2.06 . Belanja Cetak dan Penggandaan . 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.01.24.20 , 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan 
prasarana puskesm as/ puskem as pembantu dan jaringannya

19.968.489.000,00 19.968.489.000,00 0,00 0,00

4.01.1.02.01.26 ' Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 140.000.000,00 140.000.000,00 . . 0,00 0,00 '

1.02.1.02.01. 30 Program peningkatan pefayanan kesehatan lansia 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01. 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 100.000.000,00 100.000.000,00 .0,00 0,00

1.02.1.02.01.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak ■ 256.800.000,00 256.800.000,00 0,00 0,00

■ ■

SURPLUS /  (DEFISIT) (140.153.096.000,00) (145.395.006.000,00) ’ (5.241.910.000,00) 3,74

^U ^jfr^tM N G A N Y A R ,

| PENJABARAN PERUBAHAN APBD • 1.02.01 Dinas Kesehatan
/  / /

pririRd By SinOa



KODE
REKENING

URAIAN
JUMLAH(Rp) BERTAMBAH /  (BERKURANG) ■ *

PENJELASAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 .3 4 5 6 7

4.04.4.04.0S . 00.00.6

4.04.4.04.05.00. 00.6.1

4.04.4.04.05.00. 00.6.2

PEMBIAYAAN DAERAH 

PENER1MAAN PEMBIAYAAN DAERAH 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

PEMBIAYAAN NETTO

........... - ................ . ■ • ■■■- ..... ' - r .....................

311.485.431.000,00 311.485.431.000,00 0,00 0,00

. . ..10,000.000.000,00 10.000.000.000,00 .......................,0,00 . 0,00

301.485.431.000,00 301.485.431.000,00 0,00 0,00

PENJABARAN PERUBAHAN APBD *  4.04.0S Badan Keuangan Daerah
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